Menimbang

Mengingat

GUBEKNUR SULAWESI 1IENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

.od.

NOMOR 3# TAHUN 2021
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan
Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien,
terukur konsisten dan berkelanjutan, diperlukan sebuah
Road Map Reformasi Birokrasi dalam kerangka
perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung
dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2018-2023;

bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu
melakukan penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2020-2024,

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan



Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat |
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2678);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1538);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018
tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
LingkunganPemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentangRoad
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
442);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor
1),

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2018-2023 (Lembaran  Daerah  Provinsi  Sulawesi
TenggaraTahun 2019Nomor 9);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2020-2024.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara

4. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi adalah
bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi
yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali
dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dari satu tahapan ketahapan selanjutnya selama
5 (lima) tahun dengan sasaran tiap tahun yang jelas pada
Pemerintah Provinsi Tahun 2020-2024.

Pasal 2
Peraturan Gubemur ini  dimaksudkan sebagai dasar
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah

Provinsi.

Pasal 3
Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk memberikan arah
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi
agar beijalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten,
terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan serta berdampak

kepada terciptanya birokrasi yang diinginkan.

BAB Il
SISTEMATIKA

Pasal 4
(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
disusun dengan sistematika:

a. Bab I Pendahuluan;
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur Sulawesi Tenggara
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara

4. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi adalah
bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi
yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali
dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dari satu tahapan ketahapan selanjutnya selama
5 (lima) tahun dengan sasaran tiap tahun yang jelas pada
Pemerintah Provinsi Tahun 2020-2024.

Pasal 2
Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai dasar
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah

Provinsi.

Pasal 3
Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk memberikan arah
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi
agar beijalan secara efektif, efisien, temkur, konsisten,
terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan serta berdampak

kepada terciptanya birokrasi yang diinginkan.

BAB I
SISTEMATIKA

Pasal 4
(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
disusun dengan sistematika:

a. Bab I Pendahuluan;
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b. Bab Il Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi;

c. Bab Il Analisis Lingkungan Strategis;

d. Bab IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi 2020-2024;

e. Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2020-2024 dan;

f. Bab VI Penutup.

UraianRoad Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubemur ini.

BAB IllI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari
unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah Provinsi
sampai pada tingkat Pemerintah Provinsi.

Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebagai sarana untuk menilai rencana aksi
yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi;

Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan dengan metode berjenjang.

Pasal 6

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi Birokrasi
Provinsi dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang
ditentukan oleh Provinsi;

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi;
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui beberapa tahapan mulai dari unit keija masing-

masing Daerah sampai pada tingkat Pemerintah Provinsi.



Pasal 7
(1) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6
dibentuk Tim Pelaksana Road Map Percepatan Reformasi
Birokrasi;
(2) Tim Pelaksana Road Map Percepatan Reformasi Birokrasi
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara.

Ditetapkan di Kendt
PARAF KOORDINASI
la Nam a Jabatan  Paraf Pada tanggal 27? -i* ~ 2021

1 ecc-oa () GUBERNUR SULA fESI TENGGARA,
Pr.ir. SUcahTo *T4*(W,u<i

5 \CAU? WIKUWA B ALl MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal -3 - 2021
RIS DAERAH
LAWESI TENGGARA,

ABBAS
kDAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARATAHUN 2021 NOMOR 30



